WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 4488 | 39t TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI, PENGADUAN,
DAN PANGGILAN DARURAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

Menimbang

Mengingat

WALI KOTA SEMARANG,

bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintah
Daerah vang tertib, akuntabel dan memberikan jaminan
prosedur yang distandarkan dalam proses pelayanan
informasi, pengaduan, dan panggilan darurat di lingkungan
Pemerintah Kota Semarang, maka diperlukan adanya
Standar Operasional Prosedur (SOP);

bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka
perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang
Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi,
Pengaduan, dan Panggilan Darurat di Lingkungan
Pemerintah Kota Semarang;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa
Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45};
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038];
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ([Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penectapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat [I Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-
Kabupaten Dacrah Tingkat [I Purbalingga, Cilacap,
Wonogiri, Jepara Dan Kendal Serta Penataan Kecamatan Di
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam
Wilayah Propinsi Daerah Tingkat | Jawa Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor B89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3097);
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Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011
tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan [nformasi dan Dokumentasi
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2021 tentang
Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 37)

Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 20 Tahun 2018
tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal
Panggilan Darurat 112 (Berita Daerah Kota Semarang
Tahun 2018 Nomor 20);

Peraturan Wali Kota Semarang Semarang Nomor 49 Tahun
2019 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan
Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang
Tahun 2019 Nomor 49);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

19. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 25 Tahun 2022
tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah
Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 25);

20. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2023
tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
(Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Standar  Operasional Prosedur Pelayanan Informasi,
Pengaduan, dan Panggilan Darurat di Lingkungan Pemerintah
Kota Semarang.

Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU tercantum dalam Lampiran | sampai dengan
Lampiran XI Keputusan ini.

Hasil Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur sebagaimana
dimaksud Diktum KESATU dilaporkan kepada Wali Kota
Semarang. .

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 08-09 -201}%

SALINAN disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Dacrah Kota Semarang;

2. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang
3. mmmmpmmndanxmjmmmtmm

Semarang;

4. Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Semarang;
Inspektur Kota Semarang;

a,
- Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota

Semarang;

K:pniaEnpmHukumSetduKmSmarm;
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PEMPRINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KOMUNIXASL INFORMATIEA, STATISTIK DAN PRRSARDEAN
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LAMPMRAN IV
EEFUTLSAN WALl KOTA SEMARANTG
MOMOR 4881 ML TaHUN 2003

TENTANG
STANDAR
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LAMPIRAN V

KEPUTLSAN WALLD KOTA SEMARANG

woMOR AN IR TAHUN 2023

TENTAMG

STANDAR OPERASIOMAL PROSEDUR PELAYANAN ([NFORMASI
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LAMPIRAN W1

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG

ROMORE 400 1%E  TaEUN 03

TENTANG

STANDAR OPERARNOMAL PROSEDLR PELAYANAN INPORMASS
PENGADUAN, DAN PANCOILAN DARURAT Ol PN LSO AN
PEMER[NTAH KOTA SEMARAMNG

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
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LAMPIEIAN VT
KEPUTUBAN WALl KOTA SEMARANG

ROMOR 400[ F9L TAHUN Hi2%

TENTARG
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FENCGADUAN, DAN PANGOILAN DARUBAT DI LINGELNOAN

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
L — T |
i o .
Lo R N—
| TANGGAL REVISI | 95 Agawton
TANGOAL EFEXTIF | 8 Sepimmber 2033
THBAHKAN OLEN ;

PFEMERINTAH KUTA BEBMARANC
[HNAS ECMUNTEARL [NPORMATIESA, STATISTIE DAN FERSANTIAN

R R —— AT o
1 Uneleng Undang SMomor 18 Tebran 2008 tentang Keterbiuhaan Infsrman Publis 1. Memahami Undsng-Usdsng NRemor 14 Taben 'ﬁ'




FERALATAN { FEXLEWIEAFAN

1. Alsl Tuba Ksatur

3. [estwrpet
&, Fosmoulir bsisn

Dakmen Wi konekares  mjormasl  pubRk | sebelum
permmbiman disrsip o mnes] magun eletronib




__.”* i _.ﬂ:_”

“-_.-m___m | ”w“_m__

m i .._.w i -m
i R
BRI RE

i i 5 i *m“
H b A Gl iy
“ ]
M o
E

¢ i
Wi

il TR
_u“_,_ _ﬂ o ___ ¢
Wit D




LAMPIRAN ViTl
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
momoR Ak Hr  Tanun 2023

TENTANG
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PEMERINTAM KOTA SEMARANG

PEMESINTAN EOTA BEMARANL
DINAS KOMUNIKAS], [NFORMATIEA, BTATESTIE DAN FERBANTHAN

w CIETN
PEMDUAT AR ¥ Affiaias 2003

'DASAR HUKDM
1. Undang Cndang Nomor 14 Tan F008 teniang Ketertsbsan [mormss) Pk




e T T T T e T T T i o
Undang Nomor 14 Tehun 2000 teninng Keterbuloian Informani Publik trrilang Keiesindoaun lnformasi Pabli
Perstaras  Menteri Dulam Segeri Nomoer 3 Tahon 2007 issieag Pedomes |2 Semahan Prossdur Pendokamentasian informess Publik

KETEREATTAN = TALATAN, PEMLENGEAPAN
I S0P Pelayanon b Fublilk L. Abul fulin fenrter ——
2. sOPF dan Peymatakhiren Daflar Indormasl Publik 2. Kempiter
3 W Pengeldann Kelwrwisn Inloem s Poubdl A It
A, SOP U Konselosens nforsoees Publi 4. Dafter Informasd Pu bl

A Term of Helerenios
 PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN




o
mm“, il
_u“_ _u_
!
]
T

:
i it
R




LAMPIRAN [X
KEPUTUEAN WALl KOTA SEBARANG

NOMOR ALS1 98T TAMUN 023

TENTANG
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EEPUTLIRAN WAL] EOTA SEMARANG
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